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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani 

kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan 

kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin 

terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan 

akan terjadi.
1
  Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti 

(uncertainty of financial loss) didalamnya terdapat dua unsur yaitu : 

ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur 

dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan 

pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi 

kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini 

diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi 

kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada 

perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang 

diperoleh tertanggung. 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk 

mengatasi risiko-risiko yang mungkin timbul antara lain:  

                                                           
1  Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10, PT. Pustaka  Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, 

Hal. 29   
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1. Menghindari (Avoidance) maksudnya, berbuat sesuatu atau 

tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak 

mendapat kerugian.  

2. Mencegah (Prevention) maksudnya, mengadakan tindakan 

tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.  

3. Mengalihkan (Transfer) maksudnya, kemungkinan buruk 

yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain.  

4. Menerima (Assumption or Retention).
2
 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya 

mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu 

kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan 

cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain di luar diri 

manusia
3
. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola 

risiko tersebut adalah perusahaan asuransi 

Pengalihan risiko kepada perusahan asuransi tidak terjadi begitu 

saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal 

tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut 

perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan 

risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan 

risiko disebut sebagai Penanggung. 

                                                           
2
 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta : Sinar Grafika,1999) hal 69 

3
 M. Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, PT. Alumni, Bandung, 2003 Hal. 9 
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Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD), yang dimaksud dengan asuransi / pertanggungan adalah :   

“Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri 

kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk 

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, 

atau kehilangan  keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. 

Perjanjian asuransi ada sejak kata sepakat dari pihak tertanggung 

sebagai pemegang polis dengan pihak penanggung atau perusahaan 

asuransi. Hal tersebut sebagaimana terdapat didalam pasal 257 KUHD 

yang  berbunyi sebagai berikut:  

“ Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; 

hak-hak  dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung 

dan si  tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum 

polisnya ditandatangani.”  

Secara umum perjanjian asuransi dapat disebut sebagai perjanjian 

konsensual, yang berarti adanya hubungan timbal balik diantara kedua 

belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga 

ada saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut. Keterikatan itu 

dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi.
4
 Sehingga dapat 

dikatakan bahwa polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian 

pertanggungan tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian 

pertanggungan. 

                                                           
4
 H.M.N. Purwosutjipto, Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan, (Jakarta: 

Djambatan,1996), hal 157 
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Peristiwa yang tak tentu dalam pengertian asuransi tersebut di atas 

adalah peristiwa terhadap mana asuransi di adakan, tidak dapat dipastikan 

terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.
5
 Peristiwa yang tidak pasti ini 

adalah risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi 

(penanggung) selama jangka waktu pertanggungan berjalan. Pengertian 

asuransi dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi yang 

tercantum dalam KUHD yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, 

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 

mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang 

tidak pasti,  atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.  

Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian ternyata mempunyai pengertian yang luas dan 

lengkap jika di bandingkan dengan definisi dalam pasal 246 KUHD yaitu: 

Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian : 

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk 

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, 

                                                           
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal.113 
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atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 

dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. “ 

Pengertian pertanggungan dari ketentuan pasal 246 KUHD dan 

pasal 1 butir (1) Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian, tersebut telah memberikan gambaran mengenai pengertian 

pertanggungan yang merupakan perjanjian antara pihak penanggung 

dengan pihak tertanggung yang telah sepakat untuk mengikatkan diri 

untuk menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena 

ada suatu peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, 

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. 

Peristiwa-peristiwa tertentu itu juga dapat terjadi pada harta benda 

berupa gedung/bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain, 

berikut isinya (perabotan, perlengkapan, furniture, mesin-mesin, 

persediaan bahan baku serta barang jadi dan lain-lain) terhadap 

kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh resiko kebakaran. 

Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi 

tanggungan penanggung diatur dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung 

menerima sebagai tanggung jawabnya semua kerugian yang ditimbulkan 

oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi 

kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas daripada itu. Dalam Pasal 

290 KUHD disusun sebab-sebab timbulnya kebakaran yang sangat luas: 
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1. petir, api timbul sendiri, kurang-hati-hati, dan kecelakaan 

lain-lain; 

2. kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, 

musuh perampok dan lain-lain;  

3. sebab-sebab lain, dengan nama apa saja, dengan cara 

bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, 

biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya. 

Rumusan Pasal 290 KUHD itu sangat luas, sebagai lex specialis 

dapat menghapuskan kekuatan berlakunya Pasal 249 KUHD. Misalnya, 

ke bakaran sendiri karena cacat pada benda asuransi yang menurut Pasal 

249 KUHD, penanggung tidak diwajibkan membayar ganti kerugian, 

tetapi menurut ketentuan Pasal 290 KUHD, penanggung berkewajiban 

membayar ganti kerugian. Apabila diteliti susunan sebab-sebab yang 

terdapat dalam Pasal 290 KUHD khususnya kata-kata pada bagian akhir 

pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang 

memang menghendaki sebab-sebab yang sangat luas, tidak hanya 

terhadap bahaya dari luar, tetapi juga terhadap bahaya dari dalam menjadi 

tanggungan penanggung. 

Disamakan dengan kerugian akibat kebakaran adalah kerugian yang 

timbul karena kebakaran gedung-gedung yang berdekatan dengan benda 

asuransi seperti ditentukan dalam Pasal 291 KUHD, yaitu: 

1. Benda asuransi menjadi rusak atau berkurang karena air atau 

alat lain yang dipakai untuk memadamkan kebakaran; 

2. Benda asuransi hilang karena pencurian atau sebab lain selama 

di pernadaman kebakaran atau pertolongan; 
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3. Benda asuransi dirusakkan sebagian atau seluruhnya atas 

perintah penguasa dalam usahanya untuk memadamkan 

kebakaran itu. 

Selain itu, ketentuan Pasal 292 KUHD menyatakan, disamakan 

dengan kerugian karena kebakaran adalah kerugian yang ditimbulkan 

oleh ledakan mesiu, ledakan ketel uap, sambaran petir, dan sebagainya, 

meskipun ledakan, sambaran itu tidak mengakibatkan kebakaran. 

Disamakan dengan kerugian karena kebakaran Pasal 292 KUHD sering 

diperluas lagi dalam polis sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. 

Terjadinya evenemen penyebab kebakaran yang menjadi 

tanggungan penanggung mengakibatkan timbul kerugian bagi 

tertanggung. Dalam hal timbul kerugian, penanggung berkewajiban 

membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Untuk memenuhi 

kewäjibannya, penanggung perlu membuktikan apakah kebakaran yang 

terjadi itu adalah sebab dari kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.  

Menurut ketentuan Pasal 294 KUHD: 

“Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kerugian, 

apabila dia membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh 

kesalahan atau ke tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas” 

Kesalahan tertanggung sendiri secara umum teratur dalam Pasal 

276 KUHD, merupakan unsur yang membebaskan penanggung dari 

kewajibannya. Menurut ketentuan Pasal 276 KUHD: 

“Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung 

sendiri menjadi beban penanggung. Bahkan penanggung tetap memiliki 

atau menuntut pembayaran premi apabila dia telah mulai menjalani 

hahayà”. 
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Akan tetapi, Pasal 294 KUHD menentukan secara khusus tentang 

kesalahan tertanggung sendiri dalam asuransi kebakaran. Kekhususan 

Pasal 294 KUHD itu adalah penanggung harus dapat membuktikan 

bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 

tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas. 

Apabila objek asuransi itu adalah barang bergerak maka untuk 

menetapkan nilai barang sesungguhnya, tertanggung harus 

membuktikannya, sehingga dapat ditentukan jumlah ganti kerugian yang 

wajib diganti oleh tertanggung. Pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 

295 KUHD. 

“Pada asuransi atas barang-barang bergerak dan barang dagangan 

yang disimpan dalam sebuah rumah, gudang atau tempat penyimpanan 

lain, jika alat-alat pembuktian yang disebut dalam Pasal 273, Pasal 274, 

dan Pasal 275 tidak ada atau kurang mencukupi, maka hakim dapat 

memerintahkan agar tertanggung mengangkat sumpah.” 

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis mencoba 

mengkaji lebih lanjut dengan penelitian tentang perjanjian dan tanggung 

jawab PT JASINDO terhadap Tertanggung  dalam asuransi kebakaran 

dengan sistem Total Lost Only. Di mana sekarang ini PT JASINDO 

sebagai salah satu BUMN yang memiliki kinerja usaha gemilang di 

Indonesia, seluruh saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki 
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oleh Negara Republik Indonesia. Apalagi, perjalanan waktu telah 

membuktikan bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang 

dikenal dengan Asuransi JASINDO, memang memiliki pengalaman yang 

mumpuni, panjang dan matang di bidang Asuransi.   

Di PT JASINDO sendiri untuk Asuransi Kebakaran, pada umumnya 

calon nasabah diharuskan mengisi formulir yang menjelaskan mengenai 

rumah yang akan diasuransikan. Sebagai contoh, akan ditaksir berapa 

kira-kira nilai rumah pada saat ini, apakah lokasi rumah tersebut dapat 

dilalui pemadam kebakaran atau tidak, berapa luas tanahnya, dan lain-

lain. Dari formulir tersebut, pihak asuransi akan meneliti dan menentukan 

berapa Uang Pertanggungan-nya, dan dari situ akan ditentukan berapa 

premi yang harus ditanggung calon nasabah 

Benda yang menjadi objek asuransi kebakaran dapat berupa benda 

tetap, seperti bangunan, rumah, pabrik, dan benda bergerak seperti 

kendaraan bermotor. kapal, serta benda bergerak yang terdapat di dalam 

atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan. Misal gedung 

perkantoran dan benda bergerak perlengkapan kantor, kendaraan 

bermotor dan benda bergerak muatan kendaraan tersebut, rumah dan 

benda bergerak isi rumah tersebut. Rincian benda objek asuransi 

kebakaran dicantumkan dalam polis, apa yang diasuransikan dan berapa 

jumlah asuransinya.  
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Di PT JASINDO sendiri pertanggung jawab terhadap Tertanggung  

dalam asuransi kebakaran menggunakan sistem Total Lost Only bahwa di 

sini PT JASINDO hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian 

keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan. Benda objek asuransi 

kebakaran dapat ditentukan harganya atau belum ditentukan sama sekali. 

Penentuan harga benda objek asuransi kebakaran memang sulit 

dilaksanakan karena tidak semua benda itu sudah di ketahui harganya, 

lagi pula dapat berubah harganya selama jangka waktu berlakunya 

asuransi kebakaran. Oleh karena itu, penentuan harga benda objek 

asuransi tidak begitu disyaratkan atau bukan syarat mutlak, walau pun 

dalam Pasal 287 KUHD dinyatakan sebagai salah satu syarat. Hal yang 

penting adalah berapa jumlah asuransinya, mengingat ketentuan Pasal 

289 ayat (1) KUHD yang membolehkan pengadaan asuransi dengan 

jumlah penuh dan ini harus tercantum dalam polis 

Berdasarkan azas Indemnity, asuransi hanya dapat menempatkan 

kembali Tertanggung yang telah mengalami musibah kepada keadaan 

finansial sesaat sebelum terjadinya musibah tersebut. Jadi Tertanggung 

tidak dibenarkan mencari atau mendapat keuntungan dari klaim asuransi. 

Adapun prosedurnya apabila terjadi kerugian, Tertanggung harus segera 

memberitahukan kepada pihak Penanggung tentang kejadian musibah 

yang dialami dan selanjutnya, dan selanjutnya memberi keterangan 

tertulis tentang hal ihwal yang diketahui mengenai kejadian kerugian. Ini 



11 

 

 

 

justru yang menjadi permasalahan dalam prakteknya.. Berdasarkan uraian 

di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan 

skripsi yang berjudul: “. ASURANSI KERUGIAN : STUDI 

TENTANG ASURANSI KEBAKARAN DENGAN SISTEM TOTAL 

LOST ONLY DI PT. JASINDO SURAKARTA” 

B. PERUMUSAN  MASALAH 

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting, sebab 

dengan adanya rumusan masalah suatu  penelitian yang dilakukan dapat 

terfokuskan pada permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Isi Perjanjian Asuransi Kebakaran di PT 

ASURANSI JASA INDONESIA Dalam Menentukan Harga Benda 

Objek Asuransi Kebakaran Dengan  Sistem Total Lost Only? 

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab PT ASURANSI JASA 

INDONESIA Terhadap Tertanggung Asuransi Kebakaran Dengan  

Sistem Total Lost Only ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Menurut Tyrus Hillway, penelitian merupakan suatu metode ilmiah 

yang dilakukan melalui penyelidikan secara seksama dan lengkap 

terhadap suatu bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu 
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permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi 

permasalahan itu.
6
 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Oleh PT ASURANSI 

JASA INDONESIA Dalam Menentukan Harga Benda Objek 

Asuransi Kebakaran Dengan  Sistem Total Lost Only. 

b. Untuk mengetahui Tanggung Jawab PT ASURANSI JASA 

INDONESIA Terhadap Tertanggung Asuransi Kebakaran 

Dengan  Sistem Total Lost Only. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang sedang diteliti. 

b.  Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap 

ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum asuransi secara 

khususnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai tanggung 

jawab dan proses perjanjian asuransi kebakaran dengan  Sistem 

Total Lost Only di PT ASURANSI JASA INDONESIA. 

                                                           
6
 Dr. Khuzdalifah Dimyati, S.H. M.Hum, Kelik Wardiono S.H., 2004. Pedoman Kuliah “Metode Penelitian Hukum”, 

Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 1 
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b. Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. 

c. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana 

penulis serta sebagai syarat memenuhi tugas akhir dalam 

rangka derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiah 

Surakarta.   

E. METODE PENELITIAN 

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian 

ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu 

sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. “Penelitian 

dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi secara sistematis dengan metode atau tehnik tertentu yang 

bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan 

tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan 

menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atas masalah-masalah yang ditimbulkan tersebut”.
7 

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

                                                           
7 Soerjono Soekamto., 2007. Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta. UI Pres. Hal. 12  
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu 

penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan 

yamg berlaku) dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi 

dilapangan serta dalam prateknya sesuai dengan yang terjadi 

sebenarnya. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, 

yaitu suatu penelitian untuk mencari fakta dengan interprestasi yang 

tepat dalam mempelajari masalah-masalah yang ada dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam 

situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, 

pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena.  

Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data seteliti 

mungkin tentang manusia atau gejala lainnya. Maksudnya adalah 

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu 

didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Tujuan penelitian 

deskriptif eksploratif ini adalah untuk menggambarkan suatu 

fenomena secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena.  
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di PT ASURANSI JASA INDONESIA, Jl. 

Slamet Riyadi No. 333 ,Surakarta. Alasannya, lokasi tersebut dalam 

kegitannya melakukan perjanjian asuransi kebakaran untuk sesuai 

dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang 

diperoleh dari nara sumber yang paling utama, dalam hal ini 

adalah Direktur, pimpinan atau karyawan dari. PT ASURANSI 

JASA INDONESIA. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh 

selain dari nara sumber utama atau data yang mendukung data 

primer, dalam hal ini adalah kepustakaan yang dapat berupa 

buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang 

sesuai dengan judul penelitian sehingga akan memperdalam 
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pembahasan. Sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan data-

data sekunder yang diperlukan meliputi :  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

2)  KitabUndang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

3) Dokumen Surat Perjanjian Asuransi Kebakaran dari PT. 

ASURANSI JASA INDONESIA. 

4)  Hasil penelitian yang relevan. 

5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data 

dengan cara tanya jawab, yaitu pewawancara adalah peneliti 

dan yang diwawancarai adalah informan. Pedoman daftar 

pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh 

peneliti. 

b. Studi kepustakaan 

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang diperoleh 

dengan membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data 

sekunder dan data primer yang berkaitan dengan obyek 

penelitian yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji. 
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6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan 

adalah metode interaktif. Artinya data dianalisis berdasarkan 

gabungan pendapat para ahli yang digunakan pada landasan teori 

dan pemikiran peneliti. Analisis interaktif ini digunakan karena 

penelitian bersifat kualitatif. 

Data akan diproses melalui tiga kompenen, yaitu : reduksi data, 

sajian data, dan analisis data.
8
 

a. Reduksi data: merupakan proses seleksi, penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data yang ada. 

b. Sajian data: merupakan rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi diawali dengan kegiatan 

pengumpulan data penelitian, kemudian mencari dan 

memahami makna yang ditemui dengan melakukan pencatatan 

peraturan pola pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi dengan 

analisis secara induktif. 

Dalam proses interaksi ada tiga komponen utama, yaitu: 

reduksi data, sajian data, analisis data/verifikasi bergerak bolak-

balik. 

                                                           
8 Matthew B. Miles dan A. Michael Hubermen, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI. Hal. 37 
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G. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara 

sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga 

merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian  

2. Syarat Sahnya Perjanjian  

3. Asas-asas dalam Perjanjian  

4. Berakhirnya Perjanjian 

5. Wanprestasi dan akibat hukumnya 

6. Overmact dan akibat hukumnya 
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B. Tinjauan tentang Asuransi 

1. Pengertian Asuransi 

2.  Pihak-pihak dalam Asuransi 

3.  Syarat-syarat Perjanjian Asuransi 

4.  Syarat-syarat Pelaksanaan Perjanjian Asuransi 

5.  Jenis-jenis Asuransi 

6.  evenemen 

7.  polis 

C. Tinjauan Tentang Asuransi Kebakaran 

1. Pengertian Asuransi Kebakaran 

2. Objek Pertanggungan  Asuransi Kebakaran 

3. Jaminan Standar Asuransi Kebakaran 

4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi 

Kebakaran 

5. Klaim Dalam Asuransi Kebakaran 

6. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Kebakaran 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Pelaksanaan Oleh PT ASURANSI JASA 

INDONESIA Dalam Menentukan Harga Benda Objek 

Asuransi Kebakaran Dengan  Sistem Total Lost Only 
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B. Tanggung Jawab PT ASURANSI JASA INDONESIA 

Terhadap Tertanggung Asuransi Kebakaran Dengan  Sistem 

Total Lost Only 

BAB IV     PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 


